
 

KEPALA DESA KLUMPRIT 
KECAMATAN MOJOLABAN 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

PERATURAN DESA KLUMPRIT 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA KLUMPRIT 
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN DESA  

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA KLUMPRIT, 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

berskala Desa, Desa dilarang melakukan pungutan 
atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada 
masyarakat Desa; 

  b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan 
Desa tentang Pencabutan Atas Peraturan Desa 

Klumprit Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pungutan 
Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);   

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7  
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7  
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 161); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 139); 

 

 

 

 

 



 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 224), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 233); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 231); 

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 
Nomor 45); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPRIT 

dan 

KEPALA DESA KLUMPRIT 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN ATAS 

PERATURAN DESA KLUMPRIT NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG PUNGUTAN DESA. 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2010  tentang 

Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2010 Nomor 115) tentang Pungutan Desa  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Desa Klumprit . 
 

 

Ditetapkan di Klumprit 

pada tanggal 19 Februari 2021 

 
KEPALA DESA KLUMPRIT, 

 
 

    ttd. 
 

HARTANA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diundangkan di Klumprit 
pada tanggal 19 Februari 2021 

 
      SEKRETARIS DESA KLUMPRIT, 

 

 
                     ttd. 

 

                      ISWANTO 
 

LEMBARAN DESA KLUMPRIT TAHUN 2021 NOMOR 1 
 


